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KATA PENGANTAR

Dr. Indra Pahlevi
Kepala Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Salam Sejahtera, 
Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terbitnya 

buku yang berjudul Masalah Kontemporer Perekonomian Nasional dan 
Daerah yang disusun oleh peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan 
Publik, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Hasil analisis berupa 
gagasan dan pemikiran serta pengalaman empiris yang dituangkan 
dalam buku ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan masukan 
dalam penyempurnaan kebijakan khusus terhadap permasalahan 
perekonomian nasional dan daerah

Struktur buku ini terdiri atas 8 (delapan) bagian tulisan yang 
memiliki keterkaitan yang baik untuk memperkaya pembahasan 
mengenai permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh 
perekonomian nasional dan daerah. Bagian pertama dan terakhir 
buku ini merupakan prolog dan epilog yang menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari buku ini dan telah dibuat oleh Prof. Carunia Mulya 
Firdausy, MADE, Ph.D., APU selaku editor buku ini. 

Saya sampaikan apresiasi kepada masing-masing penulis 
yang terdiri atas Mandala Harefa, Juli Panglima Saragih, Achmad 
Sani Alhusain, Ari Mulianta Ginting, Rasbin, dan Lisnawati yang 
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telah menghadirkan beragam warna mengenai buku ini. Saya juga 
menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Prof. Carunia 
Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU yang telah meluangkan waktu dan 
pemikirannya dan telah memberikan masukan yang berharga bagi 
penyelesaian buku ini. Kepada penerbit disampaikan penghargaan 
atas kerja samanya dalam penerbitan bersama dengan Pusat Penelitian 
Badan Keahlian DPR RI. Besar harapan saya, buku ini akan bermanfaat, 
bukan saja dalam perumusan rancangan undang-undang khususnya. 
Namun juga dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ilmu 
pengetahuan pada umumnya. 

Jakarta, September 2018

Dr. Indra Pahlevi
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BAGIAN PERTAMA

MASALAH KONTEMPORER 
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN DAERAH:

SUATU PENGANTAR

Carunia Mulya Firdausy1

Pendahuluan

 Pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2012 sampai 
tahun 2017 ini tidak pernah mampu mencapai angka 6 persen per 
tahun. Pada tahun 2018 diperkirakan angka pertumbuhan juga tidak 
akan mampu mencapai angka pertumbuhan yang ditetapkan sebesar 
5,4 persen. Diperkirakan angka pertumbuhan yang akan dicapai 
pada tahun 2018 yakni 5,17 persen. Bahkan Bank Dunia dan IMF 
memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 hanya 
sebesar 5,1 persen (Kompas, 22 Oktober 2018). Selain melesetnya 
capaian angka pertumbuhan, beberapa asumsi APBN yang ditetapkan 
pada tahun 2018 ternyata juga tidak mampu dicapai, khususnya terkait 
dengan harga minyak bumi per barel dan nilai tukar rupiah terhadap 
dolar Amerika. Asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan sebesar 
US$48 per barel, misalnya, ternyata faktanya tahun 2018 mencapai 
nilai di atas US$60 per barel. Demikian pula dengan nilai kurs rupiah 
per dolar Amerika yang ternyata juga tidak sesuai dengan yang 
ditetapkan dalam APBN sebesar Rp13.400. Lebih miris lagi, nilai tukar 

1  Profesor Riset Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI dan Guru Besar Ilmu ekonomi Universitas 
Tarumanagara.
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rupiah terhadap dolar Amerika sampai minggu kedua bulan Oktober 
2018 telah menembus angka di atas Rp15.200 per dolar Amerika. 

 Indikator makroekonomi lain yang juga tidak menggembirakan 
yang terjadi pada tahun 2018 yakni defisit neraca transaksi berjalan 
(current account). Defisit neraca transaksi berjalan melebihi batas 
aman sebesar 3 persen. Nilai defisit tersebut yakni sebesar 8 miliar 
dolar AS dalam Triwulan II-2018. Besarnya defisit ini disebabkan 
adanya defisit neraca perdagangan. Badan Pusat Statistik (BPS, 
2018) mencatat, neraca perdagangan Januari-September 2018 defisit 
sebesar 3,78 miliar dolar AS 

Terjadinya defisit neraca berjalan dan khususnya neraca 
perdagangan ini tentu perlu untuk dipertanyakan. Pasalnya, depresiasi 
rupiah terhadap dolar Amerika yang terjadi saat ini semestinya justru 
merupakan peluang untuk meraih nilai ekspor yang besar. Ini sekaligus 
berimplikasi pada peningkatan pemasukan devisa. Hal ini disebabkan 
depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika berarti produk ekspor 
Indonesia akan menjadi reklatif lebih murah dibandingkan dengan 
produk ekspor yang sama dari negara lain dalam hitungan dolar 
Amerika. Tidak terpengaruhnya penerimaan eskpor tersebut antara 
lain mengindikasikan bahwa daya saing produk eskpor nasional relatif 
rendah di pasar internasional. Keadaan ini cepat atau lambat namun 
pasti akan mempengaruhi upaya pemerintah dalam menyerap tenaga 
kerja, peningkatan investasi, mengurangi jumlah penduduk miskin, 
maupun dalam menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat. 

 Selain persoalan yang menyangkut masalah makroekonomi di 
atas, terdapat pula masalah yang menyangkut pelaksanaan kebijakan 
otonomi daerah dan desentralisasi. Padahal, kebijakan ini telah 
berlangsung sejak tahun 2001 melalui Undang-Undang (UU) Nomor 
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (PKPD). Kedua undang-undang ini dalam perjalanannya 
telah mengalami revisi hingga yang terakhir menjadi Undang-Undang 

Carunia Mulya Firdausy
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Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang- 
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya 
revisi undang-undang di atas, banyak terjadi perubahan yang sangat 
fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di 
Indonesia, khususnya hubungan antara Pemerintah Pusat dengan 
Pemerintah Daerah. 

Dari berbagai permasalahan yang menyangkut kebijakan 
otonomi daerah, masalah desentralisasi fiskal dan pendapatan asli 
daerah merupakan dua masalah klasik yang masih perlu perhatian 
serius. Permasalahan ini telah menimbulkan persoalan tidak saja 
terkait dengan upaya membangun ekonomi daerah, tetapi lebih spesifik 
telah memengaruhi upaya pemerintah daerah dalam pelayanan publik 
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, baik pada level 
provinsi, kabupaten maupun kota. Padahal, banyak penelitian yang 
menemukan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal, pelayanan 
publik akan semakin baik (baca Faguet, 2004, Esteller-More, 2005 dan 
Alatas et. al., 2012). 

 Masalah-masalah yang diungkapkan di atas tentu mutlak 
perlu untuk diperhatikan agar perekonomian nasional dan daerah 
pada tahun mendatang semakin membaik. Apalagi tantangan dan 
permasalahan yang akan dihadapi kini dan ke depan akan semakin 
kompleks, dinamis dan penuh dengan ketidaktentuan baik sebagai 
akibat datangnya tahun politik pemilihan umum 2019, maupun 
ketidakpastian global sebagai akibat dari antara lain perang dagang AS 
dengan Cina, kenaikan suku bunga AS, kenaikan harga minyak, revolusi 
industri 4.0 dan lain-lain. Beberapa masalah inilah yang menjadi latar 
belakang mengapa buku ini ditulis sebagai upaya urun rembuk dalam 
memikirkan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Masalah Kontemporer Perekonomian Nasional dan Daerah
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Sistematika Buku

 Buku ini terdiri dari 8 Bab. Secara umum fokus bahasan 
dalam buku ini ditujukan untuk mendiskusikan masalah-masalah 
kontemporer yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. 
Dalam kaitannya dengan masalah perekonomian nasional, buku ini 
secara khusus difokuskan pada persoalan yang menyangkut nilai 
tukar, ekspor industri manufaktur, pertumbuhan ekonomi, investasi, 
lapangan kerja serta energi baru dan terbarukan bagi pengembangan 
kelistrikan nasional. Sedangkan terkait perekonomian daerah, buku ini 
memfokuskan pada evaluasi kebijakan transfer fiskal, desentralisasi 
fiskal dan pelayanan publik, serta strategi peningkatan pendapatan 
asli daerah (PAD). 

Dalam mendiskusikan dan mengungkap masalah 
perekonomian nasional dan perekonomian daerah tersebut, data yang 
digunakan tidak terbatas dari literatur pencarian melalui website, 
dan sumber sekunder lainnya, namun juga melalui pengumpulan data 
survei lapangan. Survei lapangan khususnya dilakukan di Provinsi 
Yogyakarta dan Kabupaten Bojonegoro. Penelitian lapangan di kedua 
lokasi ini dimaksudkan khususnya untuk menajamkan analisis 
yang menyangkut desentralisasi fiskal dan pelayanan publik serta 
strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Lebih spesifik, 
sistematika buku ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama merupakan prolog atau pengantar untuk 
menjelaskan state of the art dan sistimatika dari buku ini. Penjelasan 
state of the art dalam bab ini dimaksudkan untuk mengungkap 
latar belakang mengapa buku ini ditulis. Bab kedua membahas 
tentang nilai tukar, ekspor industri manufaktur dan pertumbuhan 
ekonomi berdasarkan tinjauan literatur. Dalam bab 2 ini ditelusuri 
dan didiskusikan konsep, literatur, dan hal-hal yang menyebabkan 
depresiasi nilai tukar dan kebijakan kompensasi untuk mengurangi 
dampak negatif dari depresiasi nilai tukar. 

Carunia Mulya Firdausy
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Bab 3 membahas konsep investasi, kebijakan investasi, 
perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman 
Modal Dalam Negeri (PMDN) serta dampak investasi terhadap 
pembukaan lapangan pekerjaan. Masalah ini dibahas karena upaya 
peningkatan investasi sejak pemerintahan Jokowi-JK ini semakin 
intensif baik dalam upaya membangun infrastruktur maupun dalam 
memperluas lapangan kerja. Enam belas paket kebijakan ekonomi pun 
dikeluarkan dimaksudkan secara khusus untuk mendorong masuknya 
investasi asing maupun domestik. Bahkan berbagai peraturan yang 
menghambat masuknya investasi juga dipangkas. Sasaran utamanya 
adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di satu pihak dan 
mengubah orientasi perekonomian dari semula bertumpu pada 
konsumsi menjadi perekonomian yang berorientasi pada produksi 
industri untuk kebutuhan domestik dan ekspor di lain pihak.

Berbeda dengan persoalan makroekonomi di atas, pada Bab 
4 diungkapkan persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dalam 
mengembangkan dan memanfaatkan energi baru dan terbarukan 
(EBT) bagi pengembangan kelistrikan di Indonesia. Perhatian 
terhadap pengembangan energi terbarukan ini selain akibat pasokan 
energi fosil khususnya minyak bumi yang semakin terbatas dan 
bahkan Indonesia sudah dikategorikan sebagai net importer minyak 
bumi, juga disebabkan tidak menentunya harga minyak bumi di pasar 
internasional. Apalagi kebutuhan minyak bumi untuk memenuhi 
pasokan listrik nyaris tidak dapat dikurangi sehingga diperlukan 
energi baru terbarukan untuk memenuhi pasokan kebutuhan listrik 
nasional. Materi yang dibahas dalam bab ini antara lain bagaimana 
upaya pemerintah mendukung pelaksanaan transisi dari energi 
fosil ke energi terbarukan dalam pengembangkan kelistrikan 
nasional. Selain itu juga dibahas kondisi listrik nasional, rencana 
pemanfaatan energi nasional, proyek pembangunan listrik nasional 
dan pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan. Pembahasan 
terkait energi terbarukan ini penting dibahas antara lain karena pola 

Masalah Kontemporer Perekonomian Nasional dan Daerah
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perilaku masyarakat untuk menggunakan energi terbarukan terkesan 
tidak mudah. Masyaralat cenderung merasa nyaman dan sulit melepas 
ketergantungan terhadap energi fosil. Oleh karena itu, dukungan 
dari setiap lapisan masyarakat dibutuhkan agar pengembangan dan 
pemanfaatan energi terbarukan dapat berjalan dengan baik. 

Bab 5, mengevaluasi desentralisasi dalam kebijakan transfer 
fiskal. Hal ini dibahas karena pelaksanaan kebijakan transfer fiskal 
saat ini belum banyak memberikan perhatian pada kesejahteraan 
masyarakat di daerah. Padahal, seluruh fungsi kewenangan dalam 
kebijakan transfer fiskal diserahkan kepada daerah, kecuali di 5 
bidang kewenangan yakni keuangan dan moneter, pertahanan dan 
keamanan, sistem peradilan, keagamaan, dan politik luar negeri yang 
masih menjadi urusan Pemerintah Pusat. 

Bab 6 juga membahas masalah terkait dengan kebijakan 
desentralisasi fiskal dan kontribusinya terhadap pelayan publik. 
Isu ini dibahas karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa 
desentralisasi fiskal belum sepenuhnya memberikan kemanfaatan 
dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Dalam 
pembahasan masalah ini, survei lapangan di Provinsi Yogyakarta 
dilakukan melalui wawancara dengan beberapa narasumber di 
lingkungan pemerintah daerah Provinsi Yogyakarta. Hasil yang 
diharapkan dari kajian ini tidak saja dapat diketahuinya pengaruh 
desentralisasi fiskal terhadap pelayanan publik, melainkan juga dapat 
disusun strategi dan kebijakan dalam mengoptimalkan desentralisasi 
fiskal bagi pelayanan publik di Yogjakarta khususnya terkait sektor 
pendidikan dan kesehatan.

Sama halnya dengan Bab 6, Bab 7 juga membahas masalah 
terkait kebijakan desentralisasi fiskal. Fokus dalam bab ini tertuju 
pada upaya bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Perhatian pada PAD ini karena PAD merupakan salah satu penerimaan 
daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin 
besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah mampu melaksanakan 

Carunia Mulya Firdausy
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desentralisasi fiskal dan semakin rendahnya ketergantungan terhadap 
Pemerintah Pusat. Melalui pengumpulan data lapangan di Kabupaten 
Bojonegoro diharapkan dapat diungkapkan kebijakan dan strategi 
yang dapat diterapkan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli 
daerah. Akhirnya sebagai bab penutup diungkapkan dan didiskusikan 
berbagai temuan dari masing-masing bab dalam buku ini dan 
bagaimana kebijakan yang harus ditetapkan mengatasi masalah-
masalah kontemporer yang dihadapi perekonomian nasional dan 
daerah. 

Masalah Kontemporer Perekonomian Nasional dan Daerah
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BAGIAN KEDELAPAN

KEBIJAKAN MENGATASI MASALAH 
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN DAERAH: 

A WAY FORWARD

Carunia Mulya Firdausy

I. Pendahuluan

Perekonomian nasional dan daerah sampai menjelang akhir 
tahun 2018 menghadapi berbagai isu dan permasalan yang perlu 
mendapat perhatian di masa datang. Pada sisi perekonomian nasional, 
di antara berbagai isu dan permasalahan kontemporer yang dihadapi 
antara lain menyangkut defisit neraca transaksi berjalan, depresiasi 
rupiah yang belum menentu, ketergantungan pada konsumsi 
masyarakat, komoditas ekspor yang belum berdaya saing, harga minyak 
bumi yang cenderung meningkat, masih besarnya ketergantungan 
impor bahan baku dan barang modal serta penerimaan APBN yang 
terbatas. Akibatnya, bukan saja pertumbuhan ekonomi yang dicapai 
masih jauh di bawah 5 persen, melainkan juga terbatasnya kemampuan 
untuk mendorong investasi dan menyerap tenaga kerja. 

Pada sisi perekonomian daerah, masalah klasik menyangkut 
otonomi dan desentralisasi juga masih belum sesuai dengan yang 
diharapkan. Padahal kebijakan otonomi dan desentralisasi sudah 
berusia 17 tahun sejak diundangkan pada tahun 2001. Akibatnya, 
upaya pemerintah daerah untuk pengembangan perekonomian daerah 
umumnya dan peningkatan pelayanan publik menjadi terbatas. 
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Isu dan masalah-masalah tersebut di atas tentu harus dijawab 
dan disikapi tidak saja oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh 
pemerintah daerah secara terintegrasi, terencana, terkoordinir, dan 
terkelola dengan baik. Perbaikan kebijakan ekonomi dan desentralisasi 
fiskal merupakan bagian penting yang harus dilakukan. Tanpa hal 
tersebut, isu dan permasalahan di atas dipastikan tidak dapat diatasi. 
Apalagi kondisi eksternal perekonomian semakin dinamis dan nyaris 
tidak menentu, baik sebagai akibat perubahan kebijakan berbagai 
negara maju, industri dan berkembang khususnya Amerika Serikat, 
Eropa, maupun Cina serta negara mitra ekonomi Indonesia lainnya. 
Hal yang sama juga menyangkut dinamika kondisi internal yang juga 
perlu diwaspadai baik sebagai akibat berkembangnya revolusi industri 
4.0 dihadapkan dengan keterbatasan kualitas sumber daya manusia 
Indonesia. 

Buku ini ditujukan untuk memberikan sumbang saran positif 
terkait dua aspek. Pertama, terkait upaya mengatasi berbagai isu dan 
permasalahan menyangkut masalah nilai tukar, investasi, industri 
manufaktur, pengangguran dan pengembangan energi baru dan 
terbarukan. Kedua, menyangkut kebijakan otonomi dan desentralisasi 
fiskal daerah dan bagaimana mendorong desentralisasi fiskal agar 
mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayan publik 
serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini diungkapkan 
beberapa temuan dan masukan kebijakan yang diungkapkan dari 
masing-masing bab dalam buku ini. 

II.  Kebijakan Mengatasi Depresiasi Rupiah terhadap Inflasi

Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang 
terjadi saat ini di atas 10 persen salah satunya dapat menimbulkan 
inflasi. Jika hal ini terjadi, untuk mengkompensasi dampak inflasi 
tersebut dapat diterapkan kebijakan stabilisasi biaya hidup. Kebijakan 
stabilisasi biaya hidup tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) sisi 
yaitu sisi pengeluaran dan sisi pendapatan. 
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Dari sisi pengeluaran, kebijakan stabilisasi biaya hidup dapat 
dilakukan dengan melakukan stabilisasi terhadap harga terutama 
harga-harga komoditas pangan yang sering dikonsumsi oleh 
masyarakat. Hal ini karena kondisi harga komoditas pokok yang stabil 
dapat memperbaiki daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin 
sehingga mencegah naiknya tingkat kemiskinan. Selain kebijakan 
stablisasi harga produk bahan pokok, kebijakan lain yakni dengan 
menyediakan produk-produk bahan pokok jumlah yang cukup. 
Namun jika harga di dalam negeri di atas harga dunia, pemerintah bisa 
melakukan stabilisasi harga melalui impor yang bersifat sementara. 
Salah satunya, pemerintah bisa mengenalkan konsep stabilisasi 
harga melalui kebijakan tarif impor. Melalui kebijakan tarif impor, 
fluktuasi harga yang terjadi di pasar internasional ditransmisikan ke 
perekonomian domestik. Jika dengan penerapan kebijakan tersebut, 
harga di dalam negeri akan mengalami kenaikan, salah satu kebijakan 
stabilisasi harga yang dapat dilakukan adalah menerapkan kebijakan 
penghilangan tarif atau kuota impor. 

Dari sisi pendapatan, kebijakan stabilisasi biaya hidup 
dapat dilakukan dengan cara mendorong peningkatan pendapatan 
masyarakat. Biaya hidup masyarakat yang stabil akan tetap terjaga 
jika daya beli masyarakat juga tetap terjaga. Kondisi ini dapat terjadi 
jika masyarakat memiliki uang yang dapat dibelanjakan atau dengan 
kata lain masyarakat tersebut mempunyai penghasilan (income). 
Salah satu cara agar masyarakat memiliki penghasilan adalah mereka 
harus mempunyai pekerjaan. Terciptanya lapangan kerja, salah 
satunya karena adanya ekspansi di dunia usaha. Meningkatnya volume 
output dari industri manufaktur labor-intensive akan meningkatkan 
permintaan tenaga kerja. Oleh karena itu, perhatian terhadap kedua 
kebijakan ini penting diberikan agar depresiasi rupiah terhadap dolar 
Amerika yang sedang terjadi tidak memberikan implikasi pada inflasi.
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III.  Kebijakan Pengembangan Investasi dalam Menyerap Tenaga 
Kerja

Pemerintah terus mengupayakan masuk dan berkembangnya 
investasi. Hal ini antrara lain ditunjukkan dengan dikeluarkannya 16 
paket kebijakan ekonomi. Adapun jenis investasi yang diharapkan 
masuk dan berkembang tidak hanya Investasi Langsung (Direct 
Investment), tetapi juga investasi Tidak Langsung (Indirect Investment). 
Khusus untuk investasi asing, perhatian terhadap faktor-faktor 
ekonomi seperti suku bunga, pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur 
mutlak tidak dapat diabaikan. Namun agar investasi tersebut 
memberikan kontribusi dalam penyerapan dan penciptaan lapangan 
kerja, pemerintah baik pusat dan daerah sebaiknya melakukan dan 
mengarahkan investasi tidak hanya pada industri padat modal yang 
lebih banyak menggunakan investasinya dalam bentuk mesin-mesin 
agar tenaga kerja tidak digantikan fungsinya oleh mesin, melainkan 
juga mendorong investasi dalam bentuk padat karya. Selain itu, 
pemerintah baik pusat maupun daerah harus pula dapat mendorong 
peningkatan investasi melalui kebijakan menjaga stabilitas ekonomi, 
politik dan keamanan dalam negeri, memperbaiki sarana dan prasarana 
infrastruktur yang menunjang serta mempermudah peraturan dalam 
berinvestasi sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja.

IV.  Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan bagi Pasokan 
Listrik

Perkembangan pertumbuhan energi listrik dari energi 
terbarukan masih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi 
tenaga listrik dari energi tak terbarukan. Sesuai dengan target dalam 
KEN, bahwa Indonesia harus dapat mencapai suplai energi listrik 
dari energi terbarukan sebesar 23% pada akhir 2025. Artinya, porsi 
energi tak terbarukan untuk menghasilkan listrik masih cukup besar 
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mencapai 85-90%. Bahkan pemerintah sudah menetapkan target 
pada tahun 2050 sebesar 31% dari energi terbarukan. 

Jika melihat kondisi terkini saat ini sampai akhir 2017 lalu, 
tampak bahwa produksi kapasitas energi listrik dari energi terbarukan 
baru mencapai 6-7% dari total kapasitas listrik yang ada saat ini. 
Jika pada akhir 2019 energi listrik dari sumber energi terbarukan 
dapat dicapai sekitar 8-10%, sudah merupakan hal yang luar biasa. 
Sedangkan target rasio elektrifikasi pada akhir tahun 2020 harus 
sudah mencapai 100% sesuai KEN. Saat ini baru mencapai 95-97%.

 Oleh karena itu, pengembangan energi baru terbarukan 
(EBT) untuk pasokan listrik nasional ke depan harus dimulai dari 
kajian terhadap potensi EBT yang paling mudah dan murah untuk 
dikembangkan. Di samping panas bumi yang sudah dikembangkan 
dan sudah berproduksi, perhatian terhadap energi surya, mikro-
hidro, biomassa (sampah), dan energi angin juga perlu diberikan. Hal 
ini tidak hanya guna mengejar target pencapaian program 35.000 
MW tetapi juga untuk mencapai ketahanan energi nasional. Apalagi 
payung hukum berupa undang-undang EBT telah tersedia seperti 
UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, UU Nomor 10 Tahun 
1997 tentang Ketenaganukliran, dan UU Nomor 18 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Sampah. Pentingnya pengembangan EBT selain 
dapat menghasilkan bahan bakar yang ramah lingkungan, EBT juga 
dapat mendorong industri-industri termasuk industri otomotif yang 
menghasilkan kendaraan bermotor listrik. Jika pemerintah tidak 
serius mengembangkan EBT, maka target energi terbarukan sebesar 
23% tidak akan tercapai pada tahun 2025. 

V.  Kebijakan Desentralisasi Kebijakan Transfer Fiskal

Kebijakan transfer fiskal selama ini diakui masih banyak 
tantangan dan kendala pada saat pelaksanaannya, walaupun ada 
beberapa daerah yang cukup berhasil dalam pemanfaatan dana 
transfer fiskal tersebut. Namun diakui pula bahwa banyak daerah 
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yang belum optimal memanfaatkannya. Jumlah anggaran transfer 
ke daerah dan dana desa dari tahun ke tahun kian meningkat, akan 
tetapi, masih menghadapi adanya ketimpangan fiskal dan layanan 
publik antardaerah, serta tingkat kemiskinan, pengangguran, dan 
ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi di beberapa daerah. 

Dari hasil evaluasi yang dilakukan terdapat beberapa catatan 
berikut. Pertama, perlunya perubahan pola dalam mengoptimalkan 
dana transfer fiskal daerh pusat melalui sistim kontrak yang mengikat 
dengan indikator yang terukur. Dalam sistem kontrak tersebut 
pemerintah pusat dan daerah perlu membuat perjanjian tertentu agar 
daerah menjalankan target-target pembangunan yang dicanangkan 
pemerintah pusat. Dari kebijakan transfer fiskal yang diterima, 
kemudian perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang dicapai 
daerah tersebut setelah transfer fiskal diberikan. Dengan kata lain, 
keberhasilan dan optimalisasi penggunaan dana dari transfer fiskal 
tersebut tidak boleh hanya melihat hasil pelaporan akutansi saja, 
namun juga mengkaji tingkat kinerja dari seluruh anggaran transfer 
fiskal yang diperoleh baik melalui DAU, DBH, DAK dan Dana Otsus.

Kedua, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap kapasitas, 
kesiapan, dan kemampuan dari perangkat pemerintah daerah. 
Pentingnya evaluasi terhadap kapasitas, kesiapan, dan kemampuan 
dari perangkat birokrasi dimaksudkan agar tujuan melakukan 
desentralisasi fiskal secara khusus dapat tercapai dengan maksimal. 
Pimpinan Daerah khususnya harus memiliki integritas tinggi dalam 
pengelolaan anggaran transfer fiskal tersebut agar tidak terjerat pada 
korupsi, nepotisme dan kolusi. 

VI.  Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pelayanan Publik

Desentralisasi fiskal diharapkan sejatinya dapat memberikan 
dua manfaat nyata. Pertama, mendorong peningkatan partisipasi, 
prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta 
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mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah 
dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di 
masyarakat. Kedua memperbaiki alokasi sumber daya produktif 
melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat 
pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang 
paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah 
adalah desa. 

Pemberian desentralisasi terhadap pemerintah daerah 
juga cenderung berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dibandingan dengan pemerintahan yang sentralistik. 
Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pemerintah daerah yang 
desentralisasi lebih sejahtera dibandingkan pemerintah daerah yang 
sentralistik disebabkan dampak dari pemberian wewenang yang 
lebih kepada pemerintah daerah yang terdesentralisasi untuk lebih 
memberikan pilihan dan kemampuan yang lebih bagi pemerintah 
daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di daerah 
tersebut. Sedangkan pemerintah daerah yang sentralistik tidak dapat 
dengan jelas memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di daerah itu 
karena sifatnya terbatas dalam pilihan kebijakan yang sentralistik.

Kajian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal terbukti 
telah memberikan banyak dampak positif dan signifikan terhadap 
pelayanan publik di daerah. Dampak peningkatan dana desentralisasi 
tersebut memberikan dampak terhadap belanja kesehatan pemerintah 
daerah. Hal yang sama juga terjadi untuk belanja pendidikan 
pemerintah daerah, dimana setiap peningkatan dana desentralisasi 
berdampak terhadap peningkatan belanja sektor pendidikan. 
Berdasarkan hasil tersebut, maka sudah waktunya bagi Pemerintah 
Daerah untuk mengarahkan policy dana desentralisasi kepada 
pengeluaran pemerintah daerah untuk lebih menekankan kepada 
belanja publik khususnya bagi sektor pendidikan dan kesehatan. 
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VII.  Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang sangat 
sentral dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam UU 
No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Daerah 
disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada 
pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah 
sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 
Namun ditemukan berbagai kendala dalam meningkatkan PAD masih 
ditemukan berbagai kendala. Dalam hal pemungutan pajak BPHTB, 
misalnya, penetapan biaya NJOP TKP dalam penerapannya menjadi 
sangat tidak relevan ketika berhadapan dengan regional yang tingkat 
pertumbuhan ekonominya berbeda. Oleh karena itu, penetapan NJOP 
TKP berdasarkan besarnya pertumbuhan ekonomi di masing-masing 
daerah perlu diperhatikan.

Di dalam pengembangan/peningkatan PAD, kendala juga 
ditemukan terkait dengan batas-batas close list pajak dan retribusi 
yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 di mana tidak semua jenis 
pajak dan retribusi dapat dipungut. Selain itu terdapat potensi pajak 
dan retribusi yang tidak terdapat di UU No. 28 Tahun 2009. Hal ini 
dapat memangkas semangat otonomi daerah di mana salah satunya 
daerah diberi kewenangan sebesar-besarnya untuk mewujudkan 
kemandirian keuangan daerah. Namun dengan adanya open list, maka 
membuat daerah terlalu kreatif dalam memungut pajak dan retribusi. 
Untuk itu perlu instrumen diskresi yang diberikan oleh daerah dalam 
memungut pajak.

Perda-perda yang diterbitkan dalam mengatur tentang pajak 
daerah dan retribusi daerah juga menjadi kendala tersendiri dalam 
optimalisasi peningkatan PAD. Hal ini karena banyak perda yang 
mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah. Akibatnya, terjadi 
kesulitan bagi pegusaha dalam memahaminya dan bahkan telah 
menimbulkan kelemahan pengawasan yang dilakukan oleh pusat. 
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Oleh karena itu belajar dari Kabupaten Bojonegoro, strategi 
yang dapat dilakukan dalam meningkatkan PAD yakni dengan dengan 
membentuk tim ekstensifikasi dan intensifikasi, meningkatkan kualitas 
sumber daya petugas pajak, dan meningkatkan sarana dan prasarana 
pendukung pendapatan daerah seperti melakukan koordinasi dengan 
dinas terkait dan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak serta 
melakukan terobosan-terobosan seperti sistem online dalam sistem 
pembayaran dan pelaporan.
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